kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka,

Penahanan para ter-
sangka disampaikan Kajati
Bali Adityawarman. Para
tersangka ditahan dengan
pertimbangan syarat sub-
jektif dan objektifnya telah

- terpenuhi. “Upaya paksa pe-
nahanan dilakukan dengan
pertimbangan yang matang,
penuh dengan pertimbangan
yuridis. Penyidik sudah men-
ganggap alat buktinya leng-
kap. Sembilan tersangka di-
duga terlibat dalam dugaan
korupsi pengadaan tanah
proyek Dermaga Gunaksa.
Jelas sudah, ada tanda tan-
ganannya,” katanya.

Dalam kasus Dermaga
(Gunaksa, satu-satunya ter-
sangka yang sudah mera-
sakan dinginnya ruang tah-
anan adalah mantan Bupati
Wayan Candra. Dia ditahan
di LP Klungkung. Semen-
tara sembilan tersangka
yang baru ditahan kemarin
akan ditempatkan di LP Gi-
anyar. Pertimbangannnya,
agar para tersangka ini tidak
melakukan komunikasi apa
pun dengan Wayan Candra.

Kajati menambahkan,
kerugian negara yang dit-

imbulkan dari kasus du-
gaan korupsi pengadaan
tanah ini mencapai Rp 11,7
miliar. Disinggung nasib
lima tersangka lainnya dari
calo tanah, Adityawarman
menegaskan, penahanan
terhadap tersangka lainnya
juga akan segera dilakukan.
Ta mengaku harus berhati-
hati dalam bekerja. Sebab,
keputusan penahanan ada
batasnya.

Meski sudah mengambil
keputusan penahanan, peny-
idik tetap terbuka terhadap
para tersangka, apakah akan
melakukan permohonan pen-
angguhan penahanan atau
tidak. Jika ada permintaan
penangguhan penahanan,
pihaknya menegaskan akan
mendalaminya bersama pe-
nyidik Kejari Klungkung.

Ta menegaskan, kejak-
saan tidak hanya fokus ter-
hadap kasus pengadaan
tanah, melainkan kasus du-
gaan korupsi pembangunan
fisik Dermaga Gunaksa juga
sedang didalami penyidik di
Kejati Bali.

Hal. 23
Cek Ulang

Sekretaris Il
Kabag Peme-
rintahan

Gusti Ngurah
Wiratmaja

Made Sugiharta
sudah pensiun

Makelar Tanah

N Made Anggara

Tim Sembilan Susul Candra

Tersangka Ditahan di LP Gianyar

Semarapura (Bali Post) -

Hari Antikorupsi Sedunia, Selasa (9/12) kemarin, “di-
peringati” secara berbeda di Kejari Klungkung, Penyidik
korps Adhyaksa di Bumi Serombotan itu memutuskan
untuk menahan sembilan orang tersangka kasus Dermaga
Gunaksa. Sehelumnya, mereka yang sering disebut sebagai
Tim Sembilan menjalani pemeriksaan untuk yang pertama

|0-fox poly
nall |

Ketua Panitia
Sekda Klungkung
Ketut Janapria

sudah pensiun

Wakil Ketua Aotk ikl
Kepala Kantor Pertanahan g -‘ Reien i

AA. Istri Agung Mastini ; Mot Narab
sudah pensiun et Ngura

Sekretaris |
Kasi Hak
Tanah dan
Pendaftaran
Gusti Ngurah

Panitia Pengadaan Tanah
(Tim Sembl|ayl'l) e

0 Pendapatan

Nyoman

Sukantra
- sudah pensiun
Anggota
Pit. Kepala Dinas Kepala Dinas
Pertanian Nyoman Pekerjaan Umum
Rahayu AA. Ngurah Agung

sekarang Kadis DKP =" sekarang Kadis PU

Penjual Tanah Negara

| SGisiAyAan S Bags S INergshlreeg
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Membeli
Rp 8 Juta,
Dijual

Rp 14 Juta

KASUS D Gunaksa pe-

1

gang rekor dalam pembarantasn
korupsi di Bali. Dari 16 orang
yang telah ditetapkan sebagai ter-
sangka; 10 orang sudah ditahan.

Bahkan mereka yang ditahan
adalah pejabat dan mantan peja-
bat di Klungkung. Salah satunya
Sekda Klungkung Janapria, juga
ikut dalam “barisan” yang di-
tahan aparat Kejaksaan, Selasa

Dari dokumen yang dilansir
Kejari Klungkung, Selasa (9/12)
kemarin, kasus ini bermula saat
22 Mei 2006. Bupati Klungkung
saat itu ] Wayan Candra menetap-
kan lokasi bekas galian C sebagai
lokasi pembangunan dermaga
dan jalan menuju ke Dermaga
Gunaksa. Penetapan itu sesuai
dengan Keputusan Nomor 183

GIaIE/RS0) GailTost

Tahun 2006. Menindaklanjuti
rencana tersebut, 19 Juli 2006
dibentuklah Panitia Pengadaan
Tanah bagi pelaksanaan pemban-
gunan untuk kepentingan umum
di Kabupaten Klungkung dengan
Keputusan Bupati Klungkung
Nomor 242 Tahun 2006 tanggal
19 Juli 2006.

Hal. 23

Kepentingan Umum

Peraturan Kepala Badan Per-
tanahan Nasional RI Nomor.
3 Tahun 2007 tentang Keten-
tuan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005

tentang Pengndaan Tanah Bagi [

Kepentingan Umum o g5 300 hay 2q

dan inventarisasi, menerima

" hasil penelxuan harga tanah
dari tim

Panitia Pengadaan Tanah
musyawarah den-

. ka menetapkan besarnya ganti
rugi. Panitia Pengadaan Tanah

! inijuga

Talk

gah Rempuk sebanyak | petak
dengan luas 5,013 m2, dari I
Nengah Rihana dkk. sebanyak
1 petak dengan luas 2.209 m2,
dari I Nengah Ra sebanyak
2 petak dengan luaa

untuk Kepenti Umum,

"mhepadnpmlpemms&

Berita

sanaan Pembangunan untuk
Kz?gnt.ingan Umum. Dengan

- Acara Pelepasan atau Peny-
Tanah. Baru-

‘erahan Hak atas
lah

rkas pengadaan tanah dan
kepada instansi

maka Panitia P daan Ta- P

d‘?elah dan Kantor

1

nah dibentuk kembali dengan
K Bupati Klungk

Meskipun pemilik tanah
tidak hadi

Nomor 261 Tahun 2007 tang-
gal 7 Agustus 2007. Selain
Panitia Pengadaan Tanah, juga
dibentuk Tim Penilai Harga Ta-
nah dengan Keputusan Bupati
Klungkung Nomor 321 Tahun
2007 tanggal 15 November 2007
yang beranggotakan 11 orang.

Panitia P daan Tanah

dir, namun
disepakati bentuk ganti rugi
berupa uang yang besarnya
Rp 14.000.000 per are. Setelah
adanya kesepakatan besarnya
ganti rugi, datanglah orang-
orang yang melakukan pembe-
lian tanah di atas lokasi yang
telah dltetapkm: sebagai lokasi

mempunyai tugas memberikan
penjelasan atau penyuluhan ke-
pada masyarakat, mengadakan
penelitian dan inventarisasi
atas bidang tanah, bangunan,
tanaman dan benda-benda lain
yang berkaitan dengan tanah
yang haknya akan dilepas-
kan. Selain itu mengadakan
penelitian mengenai status
hukum bxdang tanah yang

an, ! deamngf}nsn

Dermaga Gu-
naksa, Salah satunya, Ni Luh
Nyoman Hend: i, membeli

Bangumla,
membeh tannh dari I Ketut
Mangut sebanyak -

gan luas masing-masing 8.207
m2, 3.300 m2, 6.400 m2. Calo

mengadministrasikan dan  keempat, Ni Made Anggara Juni
= ;ngndnkumentaslkan semua

Sari, membeli tanah dari I Ketut
Santog sebanyak | petak dengan
luas 8.400 m2. Terakhir I Dewa

petak dengan luas 2.200 m2.
Kelima orang yang juga
ditetapkan sebagai ka
itu, membeli tanah seharga
Rp 8.000.000 per are, melalui
makelar yang bernama I Ketut
Latra dan I Wayan Peking
(alm). Transaksi jual-belinya
dilakt di Notaris Ida Ayu
Kalpikawati. Pada sgat tran-
saksi, kelima orang 1tu baru
membayaruangmuka Sedang-
kan pel barudilaku-

tanah dari I Nengah Dolig se-
banyak 4 petak dengan luas
masing-masing 1.466 m2, 1.084
m2,3.139m2, 1,547 m2, 837 m2.
Kemudian dari I Ketut Santog
sebanyak 1 petak dengan luas
716 m2, dari I Nengah Kanton
sebanyak 2 petak dengan luas
masing-masing 837 m2, 1.700
m2, daanennRaplgsebaxwak
1 petak dengan luas 4.500 mz.r_

kan setelah mendapatkan ganti
rugi dari Pemkab Klungkung.
Dengan ganti rugi sebesar Rp
14.000.000 per are, kelima calo
tanah meraup keuntungan
sebesar Rp 6.000.000 per are.
Selain adanya kelima orang
itu, juga terdapat tanah negara
yang dikuasai oleh perorangan
yaitu I Nengah Meregeg den-
gan memmtnlmn SPPT yang
Jupmandamnnh

Sumber Berita:

“Tim Sembilan Susul Candra, Tersangka ditahan di LP Gianyar”, Bali Post, Selasa, 9 Desember 2014.

Catatan:

>

Penahanan seseorang pada dasarnya adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh tiga
institusi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan
kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan HAM. Oleh karena itu, upaya penahanan
harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dikunci oleh
hukum acara itu sendiri. Dalam hukum acara pidana misalnya, terdapat syarat objektif dan
syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan.

Tidak terhadap semua pelaku dugaan tindak pidana dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas
pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana
tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang dapat dilakukan
penahanan. Syarat ini disebut sebagai syarat objektif penahanan.

Syarat subjektif penahanan yang diatur pasal 21 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa "Perintah
penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan
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yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak
atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana"

» Rumusan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana inilah yang merupakan syarat
subjektif penahanan. Kenapa disebut subjektif? Karena penilaian terhadap ketiga poin tersebut
merupakan penilaian subjektif alias sepihak dari tiap-tiap penegak yang berwenang, yakni
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

» Prinsip dasar pengaturan pengadaan tanah yang diatur dalam Perpres No 36 Tahun 2005 Jo.

Perpres No 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007 yaitu :

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dipastikan tersedia tanahnya. Bahwa dalam
rangka terpastikan untuk kepentingan umum tersedianya tanah, maka Perpres No 36 Tahun
2005 Jo. Perpres No 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007
mengatur :

a. Kepastian Lokasi (Pasal 39 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007);

b. Adanya penitipan ganti rugi ke pengadilan (Pasal 37 dan 48 Peraturan Kepala BPN-RI
Nomor 3 Tahun 2007);

c. Penerapan UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dengan
Pemberian Ganti Rugi (Pasal 41 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007).

2. Hak-hak dasar masyarakat atas tanah terlindungi. Dalam rangka memperhatikan hak-hak
masyarakat terlindungi, Perpres No 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No 65 Tahun 2006 dan
Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007, mengatur :

a. Sosialiasi lokasi (Pasal 8 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007);

b. Adanya penyuluhan tentang manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada
masyarakat (Pasal 19 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007

c. Pengumuman hasil inventarisasi tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang
berkaitan dengan tanah guna memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan
untuk mengajukan keberatan (Pasal 23 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007);

d. Penilaian harga tanah dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga yang professional dan
independen (Pasal 27 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007);

e. Musyawarah penetapan ganti rugi dilakukan secara langsung antara Instansi Pemerintah
yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah (Pasal 31 dan 32 Peraturan Kepala BPN-RI
Nomor 3 Tahun 2007), sedangkan Panitia Pengadaan Tanah hanya sebagai fasilitator
dalam pelaksanaan musyawarah tersebut ;

f. Adanya hak mengajukan keberatan terhadap bentuk dan besarnya ganti rugi yang
ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada Bupati/Walikota, Gubernur atau
Menteri Dalam Negeri (Pasal 41 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007).

3. Menutup peluang lahirnya spekulasi tanah. Dalam rangka menutup peluang terjadinya
spekulasi tanah Perpres No 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No 65 Tahun 2006 dan Peraturan
Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007, mengatur sebagai berikut : Jika lokasi tanah telah
ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak ketiga yang
bermaksud untuk memperoleh tanah dilokasi tersebut wajib memperoleh izin tertulis dari
Bupati /Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta (Pasal 9 Peraturan Kepala BPN-RI
Nomor 3 Tahun 2007).

> Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh
Lembaga Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah. Lembaga Penilai Harga Tanah saat ini
dipercayakan kepada Lembaga Penilai Independen yaitu Lembaga Appraisal yang mendapat
lisensi dari Menteri Keuangan dan BPN. Sedangkan untuk harga bangunan dan/atau tanaman
dan/atau
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benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di

Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah

tersebut. Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan NJOP atau nilai

nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada

variable-variabel sebagai berikut :

a. Lokasidan letak tanah;

b. Statustanah;

c. Peruntukan tanah;

d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan
wilayah atau tata kota yang telah ada;

e. Sarana dan prasarana yang tersedia; dan

f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Perpres No 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3
Tahun 2007 menyebutkan makna ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik
sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau
benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang
lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Penentuan
besarnya ganti rugi didasarkan pada hasil kesepakatan pemilik tanah dengan Instansi Pemerintah
yang memerlukan tanah. Hasil kesepakatan tersebut kemudian oleh Panitia Pengadaan Tanah sesuai
dengan tugasnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah, dan selanjutnya menerbitkan
Surat Keputusan Penetapan Besarnya Ganti Rugi. Musyawarah antara pemilik tanah dengan Instansi
Pemerintah yang memerlukan tanah tersebut berpedoman pada penilaian harga tanah yang
dilakukan oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah.

Sumber Informasi:

» Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

» Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda
Yang ada Diatasnya.

> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

> Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.

» Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum Demi Pembangunan.

» Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK. 02/2008 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

» Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

> Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

» “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum?”, Informasi Hukum, Sie Infokum JDIH BPK RI.
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